
WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Menimbang : a. bahwa kedudukan Lingkungan (Sebanyak 29 Lingkungan) di Kotamadya
Bandung adalah setaraf dengan Desa, cq. Keputusan Gubernur Propinsi
Jawa Barat No. 79/B.XII/KTT/Pem/SK?72, tanggal 10 Maret6 1972 dan
Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 7213/72 tanggal 29 April
1972, sehingga dalam Tahun Anggaran 1973/1974 uang Bantuan
pemerintah Pusat (uang Bantuang Langung) sebanyak Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) untuk tiap Desa, di tingkat Kotamadya adalah untuk
tiap Lingkungan;

b. bahwa penggunaan Uang Bantuan Pusat tersebut adalah untuk
pembangunan Prasarana Lingkungan dengan Bantuan Gotong-
Royong/Swadaya Masyarakat;

c. bahwa dalam rangka penyaluran uang Bantuan Pemerintah Pusat kepada
Lingkungan di Kotamadya Bandung perlu adanya pengaturan
pelaksanaan, penggunaan dan pertanggung-jawab bagi tiap2 Kepala
Lingkungan di Wilayah Kotamadya Bandung;

d. bahwa sesuai dengan Surat-keputusan Bersama tahun 1973/1974,
Walikota Kotamadya Bandung mengalihkan Pimpinan dan
Bendaharawan Proyek dari para Camat kepada para Kepala Lingkungan
(untuk Bantuan Langsung sebesar Rp. 100.000,-);

e. bahwa demi untuk kelancaran/pengeluaran dan pertanggungan jawab
penggunaan uang Bantuan Pemerintah kepada Lingkungan2 secara
efektif dan efesien perlu memberikan wewenang kepada para Kepala
Lingkungan mengenai pengaturan dan atau penggunaan uang Bantuan
pemerintah Pusat dengan pengawasan kerja para Camat yang
bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah
Yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;

2. Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan
Lima Tahun;

3. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1969 tentang Bantuan kepada Desa;
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4. Keputusan Presiden No. 18 tahun 1969 tentang Pengendalian Operasionil
Pembangunan Lima Tahun;

5. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1969 tentang pelaksanaan Pembangunan
Nasional;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS :
No. 52 tahun 1973
No. Kep. 244/MK/I/4/1973
No. 022/Ket/4/1973
Tentang ketentuan pelaksanaan, Penggunaan dan Pertanggungan-jawab
Bantuan Pemerintah kepada Desa Tahun 1973/1974.

7. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No.
79/B.XII/KTT/Pem/SK/72, tanggal 10 Mareet 1972 dan keputusan
Walikota Kotamadya Bandung No. 7213/72 tanggal 29 April 1972
tentang susunan organisasi dan tata kerja Wailayah Pemerintahan
Lingkungan di Wilayah Kotamadya Bandung;

8. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 425/A.I/2 Des/73, tanggal 4 Juli
1973 dan Surat Edaran Daerah Bank Rakyat Indonesia Bandung Nose.
217-20/IV-20/7/1973 tentang uang Bantuan Pemerintah kepada Desa
tahun anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Mengesahklan proyek2 pembangunan yang dibiayai dari Uang Bantuan
Pemerintah Pusat untuk tiap2 Lingkungan seperti terlampir  (Lampiran
I).

II. Menunjuk para Kepala Lingkungan yang nama2-nya tersebut dalam
daftar terlampir (lampiran II) untuk menerima pembayaran uang
sejumlah yang dimuat dalam daftar lampiran tersebut dari Bank Rakyat
Indonesia (B.R.I.) Cabang Bandung dan untuk membuat pertanggung
jawaban tentang penggunaan uang Bantuan Pemerintah yang telah
diterimanya dan menyampaikan pertanggung-jawaban tersebut secara
routine tiap bulan kepada Walikota Kotamadya Bandung u.p. Sub. Dit.
P.M.D./Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung yang telah
diketahui oleh Camat yang bersangkutan;

III. a. Menginstruksikan kepada para Camat untuk mengadakan
pengawasan dan Pembinaan pada proyek yang dilaksanakan oleh
para Kepala Lingkungan.

b. Menginstruksikan kepada Sub. Direktorat P.M.D. Kotamadya
Bandung untuk mengadakan Pembinaan, Bimbingan dan Penga-
wasan fisik proyek serta administrasi pertanggung-jawaban;



IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan
bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan diperbaiki
apabila dikemudian hari terdapat kekelieruan dalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Kantor Bank Rakyat Indonesia di Bandung;
5. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung;
6. Direktorat Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Barat;
7. Direktorat P.M.D. Kotamadya Bandung;
8. Sub. Direktorat P.M.D. Kotamadya Bandung;
9. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kotamadya Bandung;
10. Kepala D.P.U. Kotamadya Bandung;
11. Ketua BAPPEKO Kotamadya Bandung;
12. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
13. Assisten Bidang Ekbangpal Kotamadya Bandung;
14. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
15. Para Kepala Dinas/Assisten Bidang/Kantor/Sub. Dit./Bagian Kotamadya Bandung;
16. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
17. Para Camat Kotamadya Bandung;
18. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)
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